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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan BUMDes, sementara proses digitalisasi pelaporan sering kali belum sepenuhnya mampu menjawab 

kompleksitas praktik kelembagaan dan dinamika sosial di tingkat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) 

menganalisis bagaimana praktik pelaporan digital membentuk dan merekonstruksi bentuk-bentuk akuntabilitas 

BUMDes; (2) mengidentifikasi logika institusional yang saling berinteraksi dalam proses pelaporan digital; dan 

(3) merumuskan desain sistem pelaporan yang mampu menjembatani kebutuhan teknis dengan realitas sosial 

desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis, melalui wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, 

Huberman, dan Saldaña dengan pendekatan institutional logics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi 

pelaporan BUMDes memunculkan tiga dinamika utama: pertama, digitalisasi berfungsi sebagai simbol 

modernisasi kelembagaan sekaligus instrumen peningkatan transparansi dan efisiensi; kedua, akuntabilitas tetap 

dipengaruhi oleh logika sosial berbasis kepercayaan personal, sehingga terjadi hibriditas antara mekanisme 

berbasis data dan nilai-nilai lokal; ketiga, pelaporan digital memperluas keterlihatan publik (public visibility), 

namun masih menghadapi tantangan distribusi kapasitas dan ketergantungan pada individu tertentu. Temuan ini 

menegaskan bahwa transformasi akuntabilitas BUMDes bersifat evolusioner melalui proses institutional 

layering yang menggabungkan logika formal-modern dan logika komunitarian tradisional. Secara keseluruhan, 

penelitian ini memberi gambaran empiris mengenai bagaimana akuntabilitas digital terbentuk dalam relasi antara 

sistem dan kehidupan sosial, serta mendorong pentingnya merancang sistem pelaporan digital yang adaptif 

terhadap konteks desa. 

Kata Kunci: Akuntabilitas Digital; BUMDes; Institutional Logics; Transparansi; Tata Kelola Desa. 

Abstract 

This study is motivated by the increasing demands for transparency and accountability in the management of 

BUMDes, while the process of digitizing reporting is often unable to fully address the complexity of institutional 

practices and social dynamics at the village level. The objectives of this study are to: (1) analyze how digital 

reporting practices shape and reconstruct forms of BUMDes accountability; (2) identify the institutional logics 

that interact in the digital reporting process; and (3) formulate a reporting system design that can bridge 

technical needs with the social reality of villages. This study uses a qualitative method with a constructivist 

paradigm, through in-depth interviews, participatory observation, and document study. Data analysis was 

conducted using the Miles, Huberman, and Saldaña model with an institutional logics approach. The results 

show that the digitization of BUMDes reporting has given rise to three main dynamics: first, digitization serves 

as a symbol of institutional modernization as well as an instrument for increasing transparency and efficiency; 

second, accountability remains influenced by social logic based on personal trust, resulting in a hybridity 

between data-based mechanisms and local values; third, digital reporting expands public visibility, but still faces 
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challenges of capacity distribution and dependence on certain individuals. These findings confirm that the 

transformation of BUMDes accountability is evolutionary through a process of institutional layering that 

combines formal-modern logic and traditional communitarian logic. Overall, this study provides an empirical 

picture of how digital accountability is formed in the relationship between systems and social life, and 

encourages the importance of designing digital reporting systems that are adaptive to the village context. 

Key words: Digital Accountability; Village-Owned Enterprises; Institutional Logics; Transparency; Village 

Governance. 

1. Pendahuluan 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan bentuk badan usaha publik-lokal yang dibentuk 

oleh pemerintah desa sebagai instrumen untuk mengelola kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus 

memperkuat kemandirian desa [1]. Keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas 

ekonomi, tetapi juga sebagai ruang implementasi tata kelola publik di tingkat desa yang menuntut 

penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitasnya. Temuan empiris 
menunjukkan bahwa praktik tata kelola BUMDes sangat beragam, mulai dari model pengelolaan yang 

terstruktur dan akuntabel hingga praktik yang masih bersifat informal dan belum sesuai standar tata 

kelola yang baik [2]. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akuntabilitas BUMDes perlu mencakup 
berbagai dimensi, termasuk aspek hukum dan regulasi, struktur organisasi, serta peran modal sosial 

masyarakat desa yang memengaruhi dinamika pengelolaan BUMDes. 

Sejumlah penelitian empiris terkini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam sistem pencatatan dan 

pelaporan keuangan BUMDes berpotensi meningkatkan keterbukaan informasi serta efisiensi 

administrasi, terutama apabila didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur 

teknologi yang memadai [3]. Hasil studi kasus terkait penerapan aplikasi akuntansi digital pada 

beberapa BUMDes mengindikasikan adanya peningkatan akurasi pencatatan keuangan, kemudahan 
akses laporan bagi pemerintah desa, serta peningkatan persepsi transparansi di kalangan masyarakat 

[4]. Selain itu, penelitian yang lebih luas dalam konteks sektor publik juga menegaskan bahwa 

penerapan e-government dan platform digital dapat memperkuat mekanisme pengawasan publik 
apabila sistem tersebut dirancang dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan akses 

bagi [5]. 

Meskipun demikian, literatur juga menyoroti sejumlah hambatan dan risiko dalam proses 

digitalisasi. Transformasi digital tanpa disertai perubahan pada praktik kelembagaan tidak serta-merta 

mampu mengatasi persoalan mendasar, seperti manipulasi laporan keuangan, lemahnya sistem 

pengendalian internal, maupun ketimpangan akses informasi di antara aktor-aktor lokal. Beberapa 

penelitian mengenai BUMDes mengungkap fenomena di mana laporan digital hanya bersifat simbolik 

dokumen pelaporan memang tersedia, namun tidak sepenuhnya mencerminkan praktik operasional 

yang terjadi di lapangan [6]. Selain itu, keterbatasan literasi digital, kurangnya infrastruktur 
konektivitas, serta resistensi budaya organisasi turut menjadi faktor yang menghambat adopsi 

digitalisasi secara bermakna dalam pengelolaan BUMDes [7]. 

Kajian institusional mengenai akuntabilitas menegaskan bahwa organisasi publik kerap 
beroperasi dalam kerangka multiple accountability logics, yaitu beragam logika pertanggungjawaban, 

seperti logika profesional, keuangan, politik, dan komunitas yang sering kali saling bertentangan 

ketika dihadapkan pada format pelaporan baru [8]. Dalam konteks BUMDes, penelitian mengenai tata 
kelola dan kemitraan menunjukkan bahwa tekanan dari pemangku kepentingan eksternal, seperti 

pemerintah kabupaten, lembaga donor, maupun mitra swasta, dapat memengaruhi prioritas pelaporan 

[9]. Akibatnya, fokus akuntabilitas cenderung bergeser pada aspek finansial dan kepatuhan 

administratif, sementara dimensi sosial dan kualitas pelayanan masyarakat menjadi kurang 

diperhatikan [10]. 

Berdasarkan tiga temuan utama sebelumnya yaitu manfaat potensial dari digitalisasi, hambatan 

praktis serta simbolisme pelaporan, dan benturan antarlogika akuntabilitas tampak adanya celah 

penelitian yang signifikan. Sebagian besar literatur berfokus pada perubahan yang bersifat teknologis 

(digitalisasi) serta permasalahan implementatif seperti kecurangan atau keterbatasan kapasitas, namun 
masih sedikit studi kualitatif yang secara mendalam menelusuri bagaimana format pelaporan digital 

memengaruhi praktik keseharian, relasi kekuasaan lokal, serta pemaknaan akuntabilitas oleh aktor-
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aktor desa [11]. Kekosongan ini menjadi dasar bagi novelty penelitian yang menggabungkan 

pendekatan teori institusional, khususnya institutional logics, dengan studi lapangan berorientasi 

etnografis pada BUMDes yang telah mengadopsi sistem pelaporan digital. Melalui pendekatan 
tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji ketegangan antara “laporan” yang terwujud dalam format 

digital, dashboard, dan data formal dengan “kehidupan” yang merepresentasikan praktik operasional, 

norma sosial, dan ekspektasi masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 
mengisi kesenjangan teoretis sekaligus memberikan kontribusi empiris mengenai mekanisme 

transformasi akuntabilitas di tingkat desa. 

Dengan mempertimbangkan konteks dan celah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis bagaimana praktik pelaporan digital membentuk dan 

merekonstruksi bentuk-bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes; (2) mengidentifikasi 

beragam logika institusional yang saling berinteraksi dan berkompetisi dalam proses pelaporan digital; 

serta (3) merumuskan rekomendasi desain sistem pelaporan yang mampu menjembatani kebutuhan 

teknis dengan realitas sosial di tingkat desa. Penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat utama: 

pertama, kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian mengenai akuntabilitas institusional dan digital 

governance; kedua, kontribusi praktis bagi para pembuat kebijakan desa, pengelola BUMDes, serta 
mitra teknis dalam merancang sistem pelaporan digital yang adaptif terhadap konteks lokal dan 

mampu memperkuat akuntabilitas substantif. 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi interpretatif dan paradigma 

konstruktivis untuk memahami makna serta dinamika praktik akuntabilitas dalam konteks sosial, 

budaya, dan kelembagaan BUMDes di era digital. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya 

menelusuri secara mendalam bagaimana aktor-aktor lokal seperti pengurus BUMDes, pemerintah 

desa, dan masyarakat menafsirkan serta menegosiasikan praktik pelaporan digital dalam kehidupan 

sehari-hari. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan pertanyaan 
penelitian yang berfokus pada hubungan antara praktik pelaporan digital dan akuntabilitas sosial, 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, serta 

analisis data menggunakan teknik analisis tematik dan pendekatan institutional logics. 
Data dikumpulkan secara purposive dari BUMDes yang telah menerapkan sistem pelaporan 

digital minimal dua tahun, hingga mencapai titik jenuh informasi. Analisis data mengikuti model yang 

meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dengan proses coding bertahap 
untuk menemukan tema, hubungan antar-tema, dan penyusunan narasi konseptual. Tahap interpretasi 

dilakukan dengan menautkan hasil analisis empiris pada teori institutional logics dan konsep 

akuntabilitas publik untuk memahami bagaimana pelaporan digital memengaruhi bentuk akuntabilitas 

sekaligus menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kepercayaan, dan tanggung 

jawab sosial. Hasil akhir penelitian diharapkan menghasilkan simpulan yang tidak hanya 

menggambarkan efektivitas teknis sistem pelaporan digital, tetapi juga menyoroti dimensi sosial, 

budaya, dan institusional yang membentuk praktik akuntabilitas BUMDes, sehingga dapat menjadi 

dasar bagi pengembangan model akuntabilitas digital yang efisien sekaligus relevan dengan konteks 

masyarakat desa. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Data diperoleh dari tiga sumber utama wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan 

pengurus BUMDes (ketua, bendahara, operator sistem digital), pemerintah desa, dan masyarakat 
penerima manfaat untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman mereka terhadap praktik 

pelaporan digital. Wawancara ini dilakukan pada hari Senin tanggal 03 November 2025. 

Digitalisasi sebagai simbol modernisasi awal BUMDes 

Berdasarkan Wawancara mendalam dengan ST (Ketua BUMDes Desa Gunungsari) menyatakan 

bahwa proses pelaporan digital telah dijalankan melalui website resmi BUMDes yang dapat diakses 

secara terbuka, tidak hanya oleh masyarakat desa tetapi juga pihak eksternal. Menurutnya, sistem ini 

dirancang untuk mendukung transparansi pengelolaan BUMDes. Namun demikian, ST menegaskan 
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bahwa penerapan sistem pelaporan digital masih berada pada tahap awal pengembangan, mengingat 

BUMDes baru beroperasi sekitar dua bulan. Sejalan dengan hal tersebut, BR (Sekretaris Desa 

Gunungsari) menjelaskan bahwa pada tahap awal ini BUMDes masih memfokuskan pelaporan digital 

pada satu unit usaha utama, yaitu peternakan bebek, sebagai bentuk konsolidasi dan penguatan sistem. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan pelaporan digital di BUMDes Desa Gunungsari 

dipahami oleh para aktor lokal bukan hanya sebagai inovasi teknis, melainkan juga sebagai simbol 

modernisasi kelembagaan. Transformasi dari sistem manual menuju sistem berbasis web 

dipersepsikan sebagai langkah maju dalam pengelolaan administrasi desa. Namun, dalam tahap awal 

implementasinya, sistem ini masih dalam proses pengembangan dan penyesuaian terhadap kapasitas 

organisasi yang terbatas. Digitalisasi menjadi representasi komitmen BUMDes terhadap transparansi 

dan efisiensi, sekaligus menunjukkan bagaimana logika teknologi mulai masuk ke dalam praktik 

kelembagaan yang sebelumnya bersifat tradisional. Pada tahap awal implementasinya, sistem 

pelaporan digital ini masih berada dalam proses pengembangan serta penyesuaian terhadap kapasitas 

sumber daya manusia dan infrastruktur organisasi yang terbatas. Meski demikian, upaya ini telah 

menjadi representasi komitmen BUMDes terhadap prinsip transparansi dan efisiensi, serta menandai 

pergeseran cara pandang dalam pengelolaan lembaga desa. 

Dengan demikian, digitalisasi di BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi 

juga sebagai simbol masuknya logika teknologi dan rasionalitas modern ke dalam praktik 

kelembagaan yang sebelumnya bercorak tradisional. Proses ini menandai awal dari transformasi 

kelembagaan BUMDes menuju tata kelola yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan zaman 

[12][13]. 

Akuntabilitas berbasis kepercayaan personal dalam struktur formal  

Berdasarkan wawancara mendalam dengan BR (Sekretaris Desa Gunungsari), pihak yang terlibat 

langsung dalam proses pelaporan digital adalah pengurus inti BUMDes, yang terdiri atas ketua, 

sekretaris, dan bendahara. BR juga menambahkan bahwa ketua BUMDes yang baru dinilai memiliki 

integritas tinggi, amanah, dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas 

pengelolaan dan pelaporan BUMDes. Penilaian ini menunjukkan adanya kepercayaan institusional 

terhadap aktor utama dalam tata kelola BUMDes. 

Dalam praktik sehari-hari, pelaksanaan pelaporan digital di BUMDes Desa Gunungsari 

dijalankan oleh struktur inti organisasi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, dengan dukungan dari 

pemerintah desa. Meskipun sistem digital telah diterapkan, akuntabilitas organisasi masih sangat 

bergantung pada kepercayaan personal terhadap individu yang memegang peran kunci, terutama ketua 

BUMDes. Penekanan terhadap sifat amanah dan kompetensi ketua menunjukkan bahwa legitimasi 

akuntabilitas lebih banyak bersumber dari reputasi moral dan integritas individu daripada dari 

mekanisme formal yang diatur oleh sistem digital. Penekanan pada sifat “amanah” dan reputasi moral 

ketua BUMDes menunjukkan bahwa legitimasi organisasi lebih banyak dibangun melalui nilai-nilai 

sosial dan etika tradisional dibandingkan mekanisme formal atau prosedural dari sistem digital. 

Dengan demikian, akuntabilitas di BUMDes tidak sepenuhnya bergeser ke arah rasionalitas 

administratif, tetapi justru menunjukkan pola hibrid (hybrid logic) antara: Logika tradisional berbasis 

moralitas dan hubungan personal, yang menekankan kepercayaan dan tanggung jawab individu, dan 

Logika modern berbasis regulasi dan data, yang berupaya membangun akuntabilitas melalui sistem 

pelaporan digital. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital berperan ganda: di satu sisi meningkatkan 

efisiensi administratif, dan di sisi lain memperluas bentuk akuntabilitas menuju public visibility. 

Dalam perspektif institutional logics, transparansi digital ini memperkuat logika rasional-birokratis 

yang menekankan keterbukaan formal dan efisiensi prosedural, sekaligus memperkuat logika 

komunitarian karena keterlibatan dan pengawasan masyarakat menjadi sumber legitimasi sosial bagi 

keberlanjutan BUMDes [14][15][16]. 
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Digitalisasi sebagai sarana memperkuat transparansi dan efisiensi pelaporan 

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Sekretaris Desa Gunungsari (BR) menyampaikan 

bahwa meskipun sistem pelaporan digital masih relatif baru, penerapannya telah memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan transparansi pertanggungjawaban BUMDes kepada pemerintah desa. 

Ketua BUMDes (ST) menambahkan bahwa sistem digital tidak hanya memudahkan pekerjaan 

pengurus dalam menyusun laporan, tetapi juga membuka akses informasi bagi masyarakat, sehingga 

warga desa dapat mengetahui perkembangan, perubahan, dan kinerja BUMDes secara lebih terbuka 

dan berkelanjutan. Digitalisasi juga membawa perubahan signifikan terhadap persepsi transparansi. 

Para informan menyatakan bahwa pelaporan digital mempermudah kerja pengurus dan memperluas 

akses informasi bagi masyarakat. Warga dapat memantau aktivitas BUMDes melalui laman web 

resmi, yang meningkatkan rasa percaya dan partisipasi publik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa 

teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas bentuk akuntabilitas ke 

arah public visibility. Dalam perspektif institutional logics, transparansi digital ini memperkuat logika 

rasional-birokratis yang berfokus pada keterbukaan formal, sekaligus memperkuat logika 

komunitarian karena partisipasi masyarakat menjadi dasar legitimasi sosial bagi BUMDes. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital berperan ganda sebagai instrumen efisiensi 

administratif, dan sebagai sarana penguatan akuntabilitas sosial melalui peningkatan public visibility 

(keterlihatan publik). Dalam kerangka teori logika institusional (institutional logics), perkembangan 

ini merepresentasikan pergeseran dan integrasi antara dua logika kelembagaan utama, yaitu: Logika 

rasional-birokratis, yang menekankan keterbukaan formal, pelaporan berbasis data, dan kepatuhan 

terhadap regulasi; serta Logika komunitarian, yang berlandaskan pada nilai partisipasi, gotong royong, 

dan legitimasi sosial melalui keterlibatan warga. 

Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi juga memperluas 

ruang akuntabilitas dari ranah administratif ke ranah sosial-komunal. Transparansi digital memperkuat 

hubungan antara BUMDes dan masyarakat, menjadikan kepercayaan publik sebagai sumber legitimasi 

kelembagaan yang baru [17][18][19]. 

Partisipasi masyarakat sebagai legitimasi akuntabilitas digital 

Salah satu perwakilan masyarakat (SL) mengungkapkan bahwa masyarakat menyambut baik 

penerapan pelaporan digital BUMDes. Menurut SL sebagai masyarakat desa gunungsari, keberadaan 

website BUMDes memungkinkan masyarakat untuk memantau kegiatan dan kinerja BUMDes secara 

langsung. Kondisi ini menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes serta 

mendorong keterlibatan mereka dalam memantau dan mendukung aktivitas usaha desa. Meskipun 

sebagian besar informan menyatakan tidak ada kendala berarti, narasi ini juga dapat ditafsirkan 

sebagai ekspresi optimisme kelembagaan yang mencerminkan semangat profesionalisme baru dalam 

tata kelola desa. Tidak adanya keluhan signifikan mengindikasikan adanya persepsi kolektif bahwa 

sistem digital merupakan bentuk tata kelola ideal yang harus dijaga. Namun, di balik optimisme 

tersebut, masih terdapat potensi blind spot berupa ketergantungan pada individu yang menguasai 

sistem dan belum sepenuhnya terdistribusi pada seluruh struktur organisasi. Dengan demikian, 

digitalisasi belum sepenuhnya menggeser logika tradisional berbasis relasi sosial menjadi logika 

sistemik yang otonom. 

Namun, di balik semangat optimisme tersebut, terdapat potensi blind spot yang perlu dicermati. 

Proses digitalisasi masih menunjukkan ketergantungan pada individu tertentu terutama aktor yang 

memiliki kompetensi teknis dan pengetahuan digital sehingga distribusi kemampuan dan pemahaman 

belum merata di seluruh struktur organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum 

sepenuhnya menciptakan logika sistemik yang otonom, melainkan masih berkelindan dengan logika 

tradisional berbasis relasi sosial dan personifikasi peran. 

Dalam kerangka teori logika institusional, kondisi ini menggambarkan fase transisi kelembagaan 

di mana logika lama (trust-based) dan logika baru (system-based) belum sepenuhnya terintegrasi. 

Digitalisasi dalam konteks ini bukan hanya perubahan teknis, melainkan juga arena negosiasi antara 
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nilai tradisional dan modern, yang menentukan arah perkembangan akuntabilitas BUMDes di masa 

depan [20][21][22]. 

Optimisme institusional terhadap sistem digital yang stabil  

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Gunungsari (ST) menyatakan bahwa 

hingga saat ini tidak terdapat kendala yang berarti dalam penerapan sistem pelaporan digital. Ia 

menilai bahwa profesionalisme tim pengelola dan sistem kerja yang terkontrol menjadi faktor utama 

kelancaran pelaporan digital. Pernyataan ini diperkuat oleh Sekretaris Desa Gunungsari (BR), yang 

menyebutkan bahwa setiap laporan yang diterima dari BUMDes berjalan dengan baik dan tidak 

menemui hambatan administratif maupun teknis. Bentuk akuntabilitas baru yang muncul dapat dilihat 

dari kemampuannya menciptakan jejak digital (digital trail) atas setiap transaksi dan kegiatan 

BUMDes. Semua proses terekam secara elektronik dan dapat diakses publik, sehingga ruang 

manipulasi semakin sempit. Transparansi ini menciptakan sistem pengawasan yang lebih terkontrol 

dan objektif. Dalam konteks teori kelembagaan, hal ini mencerminkan pergeseran dari akuntabilitas 

yang bersifat symbolic compliance menuju procedural accountability yang berbasis bukti digital. 

Namun, sistem ini tetap beroperasi di bawah pengaruh nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan rasa 

saling percaya, yang menandakan adanya institutional layering yakni perpaduan antara mekanisme 

modern dan nilai sosial tradisional dalam satu sistem pelaporan. 

Dari perspektif teori kelembagaan (institutional theory), fenomena ini menandai pergeseran dari 

akuntabilitas simbolik (symbolic compliance) yang sekadar memenuhi tuntutan formal menuju 

akuntabilitas prosedural (procedural accountability) yang berbasis bukti digital dan verifikasi data. 

Dengan kata lain, teknologi digital berperan sebagai perangkat legitimasi baru, yang mengubah 

standar penilaian terhadap integritas dan kejujuran lembaga. 

Namun demikian, sistem pelaporan digital di BUMDes tidak sepenuhnya terlepas dari nilai-nilai 

sosial lokal seperti gotong royong, amanah, dan saling percaya. Interaksi antara mekanisme formal-

modern dan nilai sosial-tradisional ini menunjukkan adanya institutional layering  yaitu tumpang 

tindih antara logika modern berbasis sistem dan bukti dengan logika tradisional berbasis moralitas dan 

hubungan sosial. Kombinasi ini menciptakan hibriditas kelembagaan, di mana inovasi digital 

memperkuat prosedur administratif tanpa menghapus nilai sosial yang sudah mengakar dalam 

kehidupan desa [23][24][25][26]. 

Akuntabilitas digital sebagai kontrol dan keterbukaan baru 

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Gunungsari (ST) menjelaskan bahwa 

penerapan pelaporan digital menghasilkan bentuk akuntabilitas baru, di mana seluruh transaksi 

keuangan, laporan, dan kegiatan BUMDes terekam secara sistematis dalam sistem digital. 

Menurutnya, kondisi ini membuat data lebih sulit untuk dimanipulasi dan dapat diakses kapan saja 

oleh masyarakat melalui website BUMDes. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Desa Gunungsari 

(BR) menyatakan bahwa pelaporan digital menjadikan proses pengawasan terhadap kinerja BUMDes 

lebih terkontrol, terstruktur, dan mudah dipantau oleh pemerintah desa. 

Secara keseluruhan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pelaporan BUMDes 

telah menciptakan tatanan akuntabilitas ganda: di satu sisi berbasis teknologi dan data formal, di sisi 

lain tetap berakar pada budaya kepercayaan dan partisipasi sosial. Akuntabilitas digital tidak 

menggantikan logika sosial yang sudah ada, tetapi justru berinteraksi dan bernegosiasi dengannya. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi akuntabilitas di BUMDes tidak bersifat revolusioner, 

melainkan evolusioner sebuah proses penyesuaian gradual antara sistem digital yang diimpor dari luar 

dengan struktur nilai dan norma yang hidup di tingkat lokal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

akuntabilitas digital tidak sepenuhnya menggantikan logika sosial tradisional, melainkan berinteraksi 

dan bernegosiasi dengannya dalam bentuk hibriditas kelembagaan. Transformasi yang terjadi bersifat 
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evolusioner, bukan revolusioner, karena melibatkan proses penyesuaian gradual antara sistem digital 

yang diadopsi dari luar dengan struktur nilai, norma, dan praktik sosial yang hidup di tingkat lokal. 

Dalam perspektif teori logika institusional, dinamika ini mencerminkan bagaimana teknologi 

digital berperan sebagai agen perubahan kelembagaan yang tidak hanya membawa rasionalitas baru 

berbasis data, tetapi juga harus berkompromi dengan logika sosial yang berorientasi pada relasi dan 

moralitas komunitas. Akuntabilitas di BUMDes, dengan demikian, berkembang menjadi ruang 

pertemuan antara sistem dan kehidupan sosial, di mana teknologi menjadi medium untuk 

menegosiasikan nilai-nilai lama dan baru dalam tata kelola desa [27][28]. 

4. Simpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan BUMDes tidak hanya memperkenalkan 

mekanisme administratif baru berbasis teknologi, tetapi juga menciptakan ruang negosiasi yang 

kompleks antara logika sistem modern dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar dalam kehidupan 

desa. Implementasi pelaporan digital meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akses informasi bagi 

masyarakat, namun pada saat yang sama tetap bertumpu pada legitimasi moral aktor-aktor kunci dan 

relasi sosial yang membentuk praktik akuntabilitas sehari-hari. Temuan penelitian memperlihatkan 

bahwa akuntabilitas digital di BUMDes tidak berkembang melalui perubahan yang bersifat 
revolusioner, melainkan melalui proses evolusioner yang ditandai dengan institutional layering antara 

logika teknologi, regulasi formal, dan logika komunitarian berbasis kepercayaan. Dengan memahami 

dinamika tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya merancang sistem pelaporan digital yang 
tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga responsif terhadap konteks sosial dan budaya lokal agar 

mampu memperkuat akuntabilitas substantif di tingkat desa. 
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